Komisi Pemberantasan Korupsi

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA © PT WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA © PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MAHENDRA DWISANA
2. Jabatan : HEAD OF INTERNAL AUDIT
3. NHK : 804570
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

mm o 0

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

1. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/208 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/98 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 7 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/31 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.350.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
13.500.000

2.  MOBIL, TOYOTA FOTUNER GR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
606.000.000

3. MOBIL, BYD SEAL PERFORMANCE Tahun 2024, HASIL SENDIRI
Rp. 719.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.
KAS DAN SETARA KAS Rp.
HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp.

6.850.000.000

1.338.500.000

1.150.304.107
298.092.700
425.044.180

10.061.940.987
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1. HUTANG Rp. 591.124.767
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 9.470.816.220
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA © PT WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : DIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO DAN LEGAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUHAMAD ABDI
2. Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT
3. NHK 1 672247
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/90 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/90 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 779.864.000

1. MOBIL, HONDA HONDA FREED Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
135.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
2.800.000

3. MOTOR, GESIT LISTRIK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

4. MOBIL, TOYOTA ZENIX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

632.064.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 62.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 61.320.112
F. HARTA LAINNYA Rp. 5.157.000
Sub Total Rp. 3.508.341.112
. HUTANG Rp. 1.238.334.615
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.270.006.497
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA © PT WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : DIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO DAN LEGAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BRAM IBRAHIM
2. Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT
3. NHK : 809361
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.290.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/150 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 925.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/147 m2 di KAB / KOTA
CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/60 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000

5. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL
SENDIRI Rp. 380.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 274 m2/103 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

10. Tanah Seluas 881 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 600.000.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 19.14 m2/19.14 m2 di KAB / KOTA
KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 25.62 m2/25.62 m2 di KAB / KOTA
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KARAWANG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 17.63 m2/17.63 m2 di KAB / KOTA
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

14. Tanah dan Bangunan Seluas 20.27 m2/20.27 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 485.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 308.500.000

1. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
95.000.000

2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000

3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

4. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

200.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 24.516.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 320.900.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 120.000.000
Sub Total Rp. 8.098.916.000
. HUTANG Rp. 250.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 7.848.916.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2024

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : DIREKTORAT OPERASI 1
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ASROFIN
2. Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT
3. NHK : 900807
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

10.

11.

Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/315 m2 di KAB / KOTA
LUMAJANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/60 m2 di KAB / KOTA
LUMAJANG, HASIL SENDIRI Rp. 465.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/250 m2 di KAB / KOTA
LUMAJANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000

Tanah Seluas 1659 m2 di KAB / KOTA LUMAJANG, HASIL
SENDIRI Rp. 1.675.000.000

Tanah Seluas 9000 m2 di KAB / KOTA LUMAJANG, WARISAN Rp.
1.850.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/70 m2 di KAB / KOTA
LUMAJANG, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA
LUMAJANG, WARISAN Rp. 425.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 32 m2/32 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.984.845.000

Tanah Seluas 236 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI ,
LAINNYA , Rp. 2.050.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/153 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 775.000.000

Rp.

14.104.845.000
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B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.373.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
390.000.000

2. LAINNYA, BROMPTON BJ75 WARNA HIJAU TOSCA Tahun 2021,
HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000

3. LAINNYA, BROMPTON B75 WARNA HITAM Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 29.000.000

4. MOTOR, KAWASAKI VULKAN Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
145.000.000

5. MOTOR, YAMAHA R15 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
17.500.000

6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
7.500.000

7.  MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
14.500.000

8. MOBIL, HYUNDAI PALISADE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

750.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 531.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 972.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 768.000.000
Sub Total Rp. 17.748.845.000
. HUTANG Rp. 427.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 17.321.845.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA © PT WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : DIREKTORAT MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA & TRANSFORMASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ANANG YULIANTO
2. Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT
3. NHK : 674669
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.670.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/54 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 374 m2/400 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

3.  Tanah dan Bangunan Seluas 358 m2/63 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.067.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

2. MOTOR, HONDA CB Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
220.000.000

4. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
390.000.000

5. MOBIL, MAZDA MAZDA CX 3 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
340.000.000

6. MOBIL, TOYOTA HARRIER Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

7. MOBIL, BMW X1 F48 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
475.000.000
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8. MOBIL, LEXUS RX 270 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

350.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 270.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 200.080.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.885.752.388
F. HARTA LAINNYA Rp. 400.000.000
Sub Total Rp. 6.492.832.388
. HUTANG Rp. s-=-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 6.492.832.388
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



